
L4enimbang:

I\,4engingat:

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR,,. TAHUN....,

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHI\IAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 ienlang Pemerlnlahan Daerah, pertu d takukan
penyesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan sesual
dengan pembagian kewenangan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26
lJndang-UMang Nomor 25 Tahun 2007 ientang Penanaman
I\lodal. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publlk, Peraturan N4enteri Dalam Negeri Nomor 24
Taiun 2006 leniang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Plntu dan Pasal 2 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
lJriit Pelayanan Perrinan TerpadLr di Daerah, perlu dlaiur
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saiu Pintu;

c. bahwa perizinan berperan sebagai instrumen pemerintah
dalam upaya memberikan kepastian hukum, pemberdayaan
ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan
masyarakai;

d. bahwa sebaga upaya untuk meningkatkan kualilas
penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas umum
pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan
bag; masyarakat dari penyalahgunaa. wewenang di dalam
pcnyelenggaraan perizinan, maka perlu diatur pedoman
penyelengaraan perzinan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, hurul b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaaaan Perizinan;

lJndang-L,ndang Nomor 12 Tahun '1950 tentang Pembentukan
Dderah-Dacrah Kabupalen dalam Lingkungan Prop nsi Jawa
firur (Lenbaran Nega'a Tahul 1950 Nomor 41 Tanbahan
Lembaran Negara Nornor 90) sebagarmana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan
Nepolisme (Lembaraf Negara Republik lndonesia Tahun 19Sg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla
Nomor3851);

2.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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4.

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor4438);

Undang-lJndang Nomor 25 Tahun 2007 lentang penanaman
N4odal (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor
4124):

Undang-Undang Nomor 1f Tahun 2008 tentang lnformasl dan
Transaksi Elekkonik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neqara Republik
,ndonesia Nonor 48411' ), Sebaqaimana tetah d'uoah dengan
Undang-Undang Nornor I TahLrn 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesla Nornor 5952),

tlndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
jndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rcp!blik lndonesla Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Ncgara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

6.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), Sebagarmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20'14 tentang Adminishasi
Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

'10. Peraturan Pemerintah Nomor /3 TahLin 2005 tentang Keturahan
(l e.nbaran Neqara Iahun 2005 Nomor l59 lambahan tembaral
Negara Nornor 4588);

'11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593):

12. Petalutan Pemerintah Nomor 19 lahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lerrbaran
Negara Nomor4826);

13- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pernberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
[4odal di Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor4861);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun
2012 Nomor 215, Ianbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5357);

15. Peratrran Pemerintah Republk lndonesia Nomor 18 Tahun 2016
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Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2016 Nomor l t4. Tarbahal Lombaran NegaraqFpLbti[ ]ldones a Nomor 5BB7);

16. Peraturan Preslden Repubtik lndonesia Nomor 97 fahun 2Aft
Tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2014 Nomor221);

17. Peraturan l\4enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembenlukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman tModalNornor 14
Tahun 2011 tentang Standar pelayanan I\linimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Kepala Badan Koordjnasi penanaman N,lodal Nomor 5
Tahun 2013 tentang pedoman dan Tata Cara perizinan Dan
Nonperizinan penanarnan Modal (Berlta Negara Tahun 2013
Nomor 584);

20. Peraluran Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor
l lTambahan Lembaran Daerah Kola Surabaya Nomor 11);

21. Peraiuran Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahln 2O1O ientang
Penyelenggaraan Usaha di bidang perdagangan dan
Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010
Nomor 1 Tambahan Lernbaran Daerah Kola Surabaya Nomor 1);

22. Petaluran Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu sebagaimana
diubah dengan Peraluran Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Surabaya
Nomor 2 Tahun 20.16 Tentang penyeTenggaraan petayanan
Terpadu Satu Pintu;

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor.t4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan peranqkat Daerah Kota Surabava
rLe''loaral Daerah Kota Surabaya Tdh-n z0l6 Nomor .2,

Tambahan Lerrbaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1O);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan
WALIKOTA SURAEAYA

N,4EMUTUSKAN:
I\,4enelapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan i

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri

atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyetenggara
pemeriniahan daerah.

3. Walikola adalah Walikota Surabaya.
4. Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkal DPRD

adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
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8.
L

14.

15.

16.

17.

11.

12.

13.

6.

7.

Dinds adalah organlsasi perangkat daerah yang menangani Llrusan

Per2lnan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat pTSp
adalah pelayanan secara terintegrasi dalarn satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pe ayanan melaluisatu pintu.
Penyelenggara PTSP adalah Pemerlntah Daerah.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalarn negeri maupun penanam modal
asing. u.rrJk nelakukan usaha diw'layah negara Republi< lrdonesia.
Pendran l\4odal adalah perseorangan atau bada'l usaha yalg
melakukan penanarnan modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modalasing.
lzin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada
seseorang alau badan usaha/badan hukum perdata untuk
memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum
tertentu-
Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerjntah dan pemerinlah daerah yang memiliki kewenangan sesua
dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan.
Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, iasilitas
fskal, dan informasi sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyelenggara perizinan adalah Walikota besefia SKPD yang
mendapat pendelegasian wewenang.
Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, terrnasuk
penandatanganannya alas nama pemberi wewenang.
Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan pertanggungjawaban Perzinan dan Nonperiznan, termasuk
penandatanganannya atas nama penerima wewenang,
Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya dislngkat PSE adalah
pelayanan Perizinan dan Nonperjzinan ya.g diberikan melalui PTSP
secara e'ekkonik.
Sisteln Pelayanan Informasi dan Perlzinan lnvestasi Secara
Eleklronlk, yang selanl'utnya d singkat SPIPISE adalah Sistem
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi anlara
Pernerintah yang memiliki kewenanga Perizinan dan Nonperizinan
dengan pemerintah daerah.
Pengawasan adalah kegiatan memanlau, melapo*an dan
mengevaluasi kegiaian pemegang izjn guna menetapkan lingkat
ketaa(an terhadap persyaratan izin dan/atau peraiuran perundang-
undangan.
Sanksi adminislrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum
admlh strasl yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau
penghapusan hak bagi pernegang izin dan/atau aparat penyelenggara
atas dasar keiidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap
persyaraian izin dan/atau peralu16n perundang-undangan

10.

18

19.

20.

BAB 1I

ASAS

TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bag an Kesalu

. Tujuan
Pasal2

Penyelengbaraan perizinan bertujuan:
a. memberikan perlindungan dan kepasUan hukL,m kepada masyarakat;
b. memperpendek proses pelayanan;
c. mewu]udkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,

pasti, dan terjangkau; dan
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat.
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Bagian Kedua

Asas
Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan asas:
a. keterpaduan;
b. ekonom si
c. koord nasi;
d, oendelegasrdn ataL oF'iff pal-d1 wewerang.
e aIuniabilitas'.1.n

Bagian Keliga

Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup materl yang diatur dalam Peraiuran Daerah ini mencakup
seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Surabaya meliputi :

a. penataan perizinani
b. pengelompokan jenis perizinan;
c. prosedur perizinan;
d. penyelehqqara perizinan;
e- standar pelayanan perizinan;
f, peran serta masyarakat; dan
g, pengawasan dan sanksr,

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan PTSP sebagalmana dimaksud datam pasal 4,

dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan

dan Noh perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi
urusan f abupaten/kota.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraluran
perundang'undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan.

BAB III

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Perizinan ypng diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:
a. instrunlen pemerintah;

b yuridis preventil

c. Pengendalian;
d. koordinasil

e- penqawasan publik; dan

i peningkatan perekonornian daerah.

Pasal 7

(1) Fungsiinskumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
6 huruf a dirnaksudkan sebagai sarana hukum adminiskasi untuk
mengatur, mengarahkan, danmelindungimasyarakat,

(2) Fungsi rnstrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan uniuk:

:
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t2)

(1)

Pasal9

Fungsi pengendalian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
dimaksudkan untuk:

a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hilkum tertentu;
b. Oenqatur perbuaian individual;

c. ;emberikan perllndungan hukum; dan

d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar
blrdaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya
buatan

PasalS

Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud datam pasal 6
huruf b dimaksudkan unluk mencegah pemegang izin melakukan
pelanggaran persyaralan izin dan/atau peraturan perundang-
undangan.
Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencantumkan norma dalam izin yang
diterbitkan.

a. mencegah, mengatasi
sosiai, ekonomi, dan
ierkoord nasi; dan

b. rnenEurangi kerugian
izin.

dan menanggulangi penyebarandampak
lingkungan secara cepat, tepat, serta

pemerintah, masyarakat danpemegang

Pasal 1o

Fungsi koord nasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

dimaksudkan untuk memadukan dan rnenyerasikan proses dan substansi
perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(1)

\2)

Pasal 11

Fungsi pengawasan publik sebagaimana djmaksud dalam Pasal 6

huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan
seluas]uasnya kepada masyarakat untuk berperan sefta dalam
perizinan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagajmanadimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakatdan

kernitraan;
b, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan

masyarakat;
c. menumbuhkan peran serla masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial;
d. memberikan saran pendapat;dan

e- menyampaikan informasi dan/atau laporan,

Pasal12

Fungsi peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK PER Z NAN

Bagian Pertama
Subjek Periz nan

pasal 13
Subjek periz nan adalah orang dan/atau badan pemohon iz n-

Bagian Kedua
Objek Perlzinan

Pasal 14
(1)Oblek perjzinan adaah kegjatan orang dan/atau badanyang dapat

dikenakan lzif berdasarkan krteria teilentu.
(2) Kriterh sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

vang:
a nr-onimbulkan dampak pentng bag lngkungan,

masyarakat:
b. berpotens men mbul(an kerugian, bahaya
c. berpotensi menimbulkan gangguan keted ban; dan

,erpenga uh ierhadap ekonorr dan sosial.

pasal 15

Setiap zin palrng sed klt memuat:
a. pelabat yang berwenang menerbilkan zin;
b. dasar hukLrm pember an izin;
c, nama izn;
d suble ( iz n:

f, norrna yang rnencaftumkankelcntuan-ketentuan,pembatasan-
pel.lbatasan dan syarat-syarati

g. alasan penerb tan izin; dan
h hal hai ain yeng terka i dengan ketentuan yang mencegah terjadinya

pelang!aran perzinan dan/atau peraturanperundang-undansan.

tata ruang, dan

dan gargguani
d.

BAB V

PENATMN PER]ZINAN
Pasal l6

Penalaan perzinan dilakukan
a. penghapusan,

b. penggabungan;
c. penyederhanaan: dan
d. peNCelegasian.

pasa 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan
terhadap perizinan yang:

a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-!ndangan;

b. rnenghambat nvestasi: atau

c. rnen mbllkan ekonom blaya tingg .

Pasa 18

Penggaburgan sebaga mana dimaksud da am Pasal 16 huruf b dilakukan
terhadap jcn s perznan yarg:

I
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a. mcnri:ki kesamaan tujuan,
b. DrosedLrr dengan perizinan yang

d t!mpang trnd hi dan
e, perleNtangan.

fur'rgsi,

lainl

::-

Pasat 19

Penyedcrhanaan sebegalrr1ana dirnaksud dalam pasal 16 huruf c
dilakukan terhaCap jenis perizinan yang prosedurnya panjang,
berbelit-be it dan/atau persyaratannya bcrulaIil.

pasat20

Pendelegasian sobagairiana dimaksud da am pasat 16 huruf d clilakukan
terhadap jerls perizinan dengan pertimbangan tuas lingkup dampak
kegiatannya dan jangkauan pelayanan aka. dapat tebjh mernpercepat,
memperniudah dan efisren.

(.2)

(3)

(i)

Pasal2l

Penataan pcriz nan dilaksanakan berdasarkan has I pengkajian
peiiz nan.
Pengkalan perznan dilaksanakan oleh SKPD

penyelenggara perizlnan dibantLr Tim Pengkalian perizinan.

Ketentran rnengenai lata cara penataan periz nan
sebagaimana djnraksud dalafir Pasal 16 dan pengkaiian perzinar
leb h lanjut d atur dengan Peraturan Walikota.

BAB V]
PENGELC14 OKAN PERIZINAN

P asal 22

(1) Perizinar d kolompokan menurut:
a. klasifkasi; dan b.
kategor.

(2) Kl.rsifkasi sebaga mana dimaksud pada
zLt-.

a. lrsaha: dan b.

(3) Kategori sebagair.ana dmaksud pada
')zttl"

a. pemanfaa(an ruang;
tr.lingkungan hldup;
c, kepariiv sataan;
d. r(]kianre;
e. penanaman modal;
f. sLrmber dava air dan m neral;
g. konstruks:

i. inlormasi dan komunikasi;
j. pertanian;
k. kehutanan dan perkebunan;
l. ketenagakerlaan;
n .pend d kan dan pe auhan;

ayat (1) huruf a mellput

ayat (1) huruf b meliputi

a+3:

j,,+,1
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P !erda!tangen:
q. perindi strian dan
r, arnnya sesua dengan peraiuraD perundang undangan

Bagian Kesatu
Ktasifikas tzin

pasa 23

(1) lzin usaha sebagalmana dimaksud clatam pasal 21 ayat (2) hurufa
adalah izln atas kegiatan yang bersifat komersial.

(2) zin non LSaha sebagaimana dimaksud datam pasat 21 ayat 12)
hLrruf b adaah izrf atas kegiatan yang Udak bersjfat komers al.

Bagian Kedua
Katagori lzin

pasal24

(1). Katagori pemanfaatan ruang sebagairnana cjimaksud datam
Pasal 22 ayat (3) hlr uf a adalah iztr terkatt dalafi melvlrludkar
siruktur ruang, pola ruang da| pemanfaatan sesuai
dengan rencana (ata ruang melalLti penyusunan dan
pe aksanaan program bescrta pernbiayaannya.

(2). Katagorl lingkufgan hidup sebagaimana dirnaksud da)an pasal22
ayat (3) huruf b adalah zln yang terkait dengan kesatuan ruang
dengan semua benda. daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tennasuk manLrsia dan periakLnya yang mempengaruhi

kelangsungan dan
kc:ejahteraan manusia seda makhluk h;dup la n.

(3) Katago l kepa wisalaaf sebagatmana dtmaksud datam pasa
22 aya( (3) huruf c adatah iz n yang terkalt Cengan segala seslratu
yang berhubungan deFgan penyetenogaraan pari,,vjsata.

(4). Karagori reklame sebagaimana d maksud dalam pasat 22ayat{3)
r.._uf o aoclal t,/n )a-o erLar de,gar lr", ca. a'at p..D t"-a-
atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya unluk
l,Jjuan komers al, dipergunakan untuk memperkenalkan.
lienganjurkan atau memujrkan suatlr barang, jasa alaLt orang
etaupLrn untuk rnenark perhatian umurn kepada suatu barang jasa
atau yang ditenrpatkan atau dapat ditjhat, dbaca, dan/atau
didengar dai suatu tcrnpat oteh umurn, kecualt diakukan oleh

(5) Katagori penanaman modal sebagaimana ctimaksud clatam pasal
22 ayat (3) huruf e a.ialah tzin yang terkait segata bentuk kegiatan
mcnanam modal baik oleh per.anam modal dalarn negeri maupun
penanam modal aslng untuk melakukan usaha di wilayah Negara
Kesaiuan Rep!bl:k lndonesta.

t)

(6). Kaiegori sunrber daya air dan mineral sebagaimafa
dirnaksLrd dalam Pasal 22 ayat 13) huruf f adatah izin yang
tcrkait dengan air, sumber air dan daya ar yang terkandung
didalamnya serta m neral dan bahan tambang lainnya.

Katagor konshuksl scbaga mana dimaksu.l dalam pasal

22 ayat (3) hurul g adalah iztn yang terkait dengan keseluruhan
atau sebagian rangkaian keglalan perencanaan dan/atau
pc aksanean beserta penga\,vasan yang mencakup pckerjaan
arsitektural, sipil. nekanikal e ektrikal Can tata ingkungan mesing-
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Fas ng besefta kelengkapannya
bangunan atau bentuk flsjk jajn.

untuk mewulltdkan suatu

(8). Kaiagof transportasi sebagaimana Cimaksud datam pasat22 ayat
13) hurlf h adalah izin ya rg terkait dengan keg atan transportasj.

(9). Ka:ago informasi dan komunikas sebagaimana
CixakslLl da am Pasal 22 ayat (3) huruf ada ah izin yang (erka t
den_oan keg atan infomas dan komua kasi,

(10). Katagori pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasat22 ayat
(3) huruf j adalah lzin yang terkait dengan kegiatan pertanian
perikanan dan peternakan.

(11). l(atagori kehutanan dan perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adatah zin yang
terkait dengan keg atan kehutanan dan perkebunan.

(12). Katagori ketenagakerjaan sebagaimana dmaksud datam pasa

22 ayat (3) hurlf ladalah izin yang berhubungan dengaf tenaga
kcrja scbelum, selama, dan sesudah masa kerja.

(13). Katagori pendidikan dan pelatihan sebaga rnana
Cmaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adatah izin yang
lerka t dcngan pendld kan dan pelatihan.

(14) KalagoIl kesehaian sebagajmana dimaksud dalanr Pasal22ayat
(3) hLrruf n adalah izn yang terkalt dengan kegiatan pelayaran

(15). Katagorijasa boga scbaga mana d rnaksud dalam Pasal 22 ayal (3)
huruf o adalah izin yang terka t dengan keglatan usaha jasa boga.

(16). Katagori perdagangan sebagaimana dimaksLrd da am Pasal
22 ayal \3) huruf p adalah izin yang terkait dergan kegiatan

Perdagangan.'

(17). Kaleruat per rldustr af sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (ll) huruf q adalah lzin yang terkat dengan kegalan
perindLrst an

(18). Katagofi zin lainnya sebagainrana d maksud dalarn Pasal 22 ayat
(3) huruf r adalah zin yang terkait dengan kegiatan-kegialan
lainnya yang tidak tennasuk dalam katagori sebaga mana
dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf q.

I

.?

, 
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BAB VI
PERSYARATAN PERIZ]NAN

Pasal25
Persya:'atan per zinan meliputi:
a. PersYaratanadminiskasl:
b. persyaratan yurid s:

c- persyaratan teknis; dan
d. persyaralan rnanagerial.

Pasal26

Persyaratan adm nlstrasi sebagajmana dlmaksud dalam Pasal 25
huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan
dsp L L6dou a\o n-pbog- de\d. p- r bc-a r '7 ' .

Persyaratan yur dls sebaga mana d maksud dalarn Pasal 25 hLrruf b

adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek
keabsahan untuk suatuusaha/kegialan.

: (1)

th,,

(2)
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mel put l

manajer al

(3) Persyaratan teknls sebagaimana dtmaksud datam pasat 25 huruf c
ada ah persyaratan yan.l diperlukan untuk menunjang kegiatan
tekn s di lapangan

(4) Persyaratan manalerial scbagalmana dimaksud dalam pasal 25
huruf d adalah sega a sesuatu yang berhubungan dengan furgsi.
t , :olro ,1.ro i,,. Ia.i .)" odd,n ^iar.j-.net.

(5) TiCak d penuh nya pers.varaian perizrnan berak bat t dak
dilaksanakannya pelayanan perlzinan.

(6) Ket--nlLan rnengena persyaratan sebagaimana dimaksLd pada ayat
(1) ayat (2), ayat (3) dan ayai (4) diatur tebth lanjuI dengan peraturan

BAB V ]I

\iTEWENANG PENETAPAN IZIN
Pasal2l

(1) Wa kcta ben"/enan!, menetapkan iz n.
(2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan iz n

sebagainana dlmaksud pada ayat (1) Watikora dapat
mende egasikan kepada SKPD yang beMenang dalanl
penvelenggaraan periz nan.

(3) peidelegas an ket,/enangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
dlat.rr leblh lanjut dengan Peraturan Watikota.

BAB IX
PENYELENGGARA PERIZ]NAN

Bagian K-"satu
Kelembagaan

Pasal28

(1) l(e embagaan penye enggara perizinan dibent!k secara eRsien dan
6r r Jsa!-J.lLoa\oa-'--gs,pe.aJa-a, pe-:z-a1.

(2) Penyelenggara perznan yang melayanl berbagai kaiagoi
pclizinan dilakukan o eh SKPD penyelenggara perizinan terpadu.

(3) Penyelenggara perlzinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibentuk pada t ngkat kabupaten, kecamatan dan
desalkelLrahan.

(4) Penyelenggara periz ran yanS bersifat khusus dapat
dilaksanakan ole'r SKPD sesua dengan tugas Can

fungs nya.

'ri
rll
if

(5) Ketentuan lebih laniut mengenai pembentukan
penyelenggara perizinan terpadu sebaga mana dimaksud pada a-vat

diatur lebih lanjut dengan Peraiuran Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal29
Tugas dan \rewenang penyelenggara perznar
1. merumuskan kebljakan teknis

pcnyelenggaraan peaiz nan;
2, merurauskan persyaraian izin menurut

izit\l
3. melaksanakanpelayananperlzinan;

masing-masing katagcr



pcrsvaratan yarg d ajukan oleh penrohon z n;

5. nrelakukan koorCifasi dengan SKPD/lnstansl terkaltl
6. menerbitkan iz n sesual dengan kewenangan:
7. melakukan pengkajian yang berkenaan dengan

perkembangan kobijakan perizilren yang d ietapkan oleh
P 1"fi'"1, 'a rl .n ol Pe-e-, ra' D.o.i_

L ncngelo a informas;;
9. me akLrkan penga\,asaf
TC. rnengenekan sanksl admlnlstrasiterhadap pelanggar iz r;
1'l.nrolakukan sos allsaskebijakan dan pEturan perundarg- udangan

terkait periz nanl
12. mclakukan penyu uhan dan penyadaran masyarakat tentang

pent ngFya pengurusan iz ni dan
13. mengelcla pengad!an darl penerima layanan atau

n'rasyarakat.

Baglan Ketiga
Pengelolaan SunrberDaya Aparatur Penyelcnggara Perzjnan

Pasal30
(1). Aparatur penyelenggara periznan yang ditugaskan pada

penyelenggaraan perlzinan diutamakaf yang mempunyai
ko:npet6nsi d bldangnya.

(2). Pcnempatan dan pcmbinaan aparatur penyclenggara
pcrizinan diselenggafakan secara profesina, iransparan tdak

diskrlmineilf .ian sesuai dengan peraturan
perundangan-Lrndangan.

Pasal3l

(1). Penyelenggara perizinan mengadakan evaluas kinerja aparatur
pelayanan periznan d lingk!ngan organ sasinya secara berkaa
paling Lambat 6 (enam) bu an sckali.

4 mclakukan pemeriksaan, pengulian dan penilaran

(2). Penye onsgara
meningkatkan k:nerja penyelenggaraan pelayanan

has I evaluasi sebaga manaper zlnan berdasarkan
drnraks!C pada ayat (1)

(3). Has I evaluasi kinerja sebagaimana djmaksud pada ayat (1) dan
penyempurnaan sebagaimana d maksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Wa ikota dan/atau pejabat yang d beri

kewenangan.

(4). Evaluasl kinerja aparatur pelayanan perzinan dan
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)

diakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan

perlzinan dan seda ind;kator yang jelas dan terukur sesuai peraturan
perLrndang-undangan,

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PasaL32

Setap peryelenggara pe zinan walib menyusun. menetapkan. dan

menerapkan standar pelayanan,

Pasal33

T
.irE
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2,(1) Standar pelayanan yang telah . aksanakan wajib diakukan
peninjauan ulang setiap 3 (iiga)tahun.

(2) Hasll penlnjauan ulang sebagajrnana dimaksud pada ayal (j)

perubahan s(andar pelayanan.

l.

(1).

32

b.

d.

f.

s.
h.

l.
j
k.

t.

pasat34
Standar pe ayanan sebagairnana dimaksud datam pasal

paling sedikit memual kotnponen:
dasar Hukunr;
persyaratan;

s stem mekanlsme dan prosedur:

langka \r'raktu penyelcsalan:
b aya/ta f:
produk pe ayanan
sarana, prasarana dan/atau fasil tasl
kompetensipelaksana,
pefgawasan nternal;
penanganan pengaduan saran dan masukan;

tumlah pelaksanat
a- d, ai,i.-a-4 . .a-9 rano reroe-i.ar n.pai ar
pe a_vanan yang d laksanakan sesual dengan standar
pelayanan

m jam nankeamanan dan keselamatan pe ayanandalam bentuk
konlltmen untuk memberikan rasa aman. bebas

dari bahaya, dan resiko keragu-raguan;dan

(2)

(3).

n. evaluas kineria pelaksana.
Standar pelayanan ditetapkan dalam
operesionalstandar,
(etentuan lebih lanjut rnengenei

sebaga mana d maksud pada ayat
Peraturan Walkota

bentuk paosedur

standar pc ayanan
(1) diatur dcngan

pasat35

Penyelenggara perizinan mempunyai kewajibanl
a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas
sesuai dengan standaT pelayanan yang teLah d tetapkan,

b. mcngelola pengaduan dari pener ma Layanan aiau
masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku;dan

c. menyampaikan pcrlanggungiavr'aban secara periodik atas
penyelenqgaraan pelayanan periz nan yang tata caranya djatur
leb il anjut dengan Peraturan Wallkota:

pasal36
(1) Setiap penyelenggara pelayanan petizinan berhak

mendapatkan penghargaan a(as prestasinya dalam
penyelenggaraan pelayanan pcr zlnan;

(2) Ketentuan mengena tala cara penilaian dan pcmbcrian
penghargaan sebagamana dmaksud pada ayat (1) diaturdengan
Perat( ran Wa ikota-

Pasa 37
Perllaku penyelenggara pelayanan perzlnan dalam penyampa an

,. layanan berdasarkan n lai-nila dasar.budaya kerja yang.meliputi: :.,',. .
a. komitmen Can konsistensl rnemegang teguh dan berjanjl

nolaksanakan tugas yang diemban, taat asas yang telah d tetapkan
unt!k mencapa luiuani
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c.

d.

lingkungan organ jsasl;dan

e. ketegrhan dan ketegasan kuat Calam berpegang pada aturan
deFgan tindakan yang je as dan t dak ragu-ragui

jasa. dan bcran mempcrianggung-lav,,abkan sesuatu yang
dlperbuat;
integritasdanprofeslonalismernampumenyelaraskandirt dengan

bidang tugas dan konrpetensinya terhadap
pelaksanaan iugas secara baik dan benar;
kreatf, responsif dan inovatif yang dapat diaplikasikan pada
bidang tl]gas dan pcka lerhaCap perkembangan yang terjadi Ci luar

BAB XI
HAK DAN KEVI/AJ BAN SUBYEK IZIN

Pasal3S
(1) SLrbyek z n berhak memperoleh pelayanan pe zinan.
(2) Pefiegang iz n berhak untuk rnelaksanakan kegiatan sesuai

dengan izin yang diperoleh.

ti.

iT

h

Ii

H

r

'. (r) Pemegrnq
DernaK rreryrperorerl perayanarL Derrzrrqnl :.! _... _ ._, -:. -.
izn berhak . untuk melaksanakan ,'kegiatan sesu2tl.'

' ::'t.
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l.
g.

pasal39
Suby€k izln wajib
a. mefye enggarakan kegiatan sesuai izin yang cjim lik;
b. memasang rapan nanra bag penregang zin klas fikasi usaha:
c. menyamparkan Cokunten yang benar dan asl dalam proses

pomohonan pemberian lzin;
d. melaporkan perubahaf data kepada Walkota melatui Kepa a

Si(PD/jrrstansi pcnrber jzin paing tar|a T4 (empat betas) hari
setelah terjadln_va perubahan data;

e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya datam program jam ran
sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin

klasifikasiusaha:
rnentaat norma-rorma yang lercantum dalam izin: dan
tidak meminjamkan dan/atau mengaljhkan jzin kepada plhak laln
dalam bcn(uk aparun.

BAB XI
PERAN SERTA fu]ASYARAKAT

Pasal40
(1) tulasyarakat dap6t berperan serta penyelenqqaraan p-arizlnan

.ldl._n _..nJ-aparno..d'.- lLalitd<Det"ra .1 p.rr ri1"n.
(2). Peran serta rnasyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

d wlludkan daLarn bentuk kerja sama dan pengar/asan masyarakat.
(3). [Iasyarakat berhak rNendapatkan akses informasj dan akses

partis pasipada setlap tahapan dan lvaktu dalam p-anyelenggaraan

(4). Akses nrorr,rasi sebagaimana dimaksud
me iputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses

keputusan pembe an izin;dan
b- rencana kegiatan dan,/atau usaha dan perkjraan

dampaknya lerhadap lrgkungan dan masyarakai.
(5) Akscs partsipas sebagaimara dlrnaksud pada ayat (3) nreliputj

pengajuan pengaduan atas keberatan atau
pcanggaran perizinan dan/atau kerugian akibal kegiatan dar/atau

pada ayat (3)

pengambilan

serta masyarakal datur lebih lanlut
berdasarkan peraturan perundang-

usaha.
(6) Kelentuan mengenai peran

dengan Peraturan Bupali
undangan.

'.4!&

lii
lh

BAB X]II
PEfuTBINAAN DAN PENGAWASAN

a

,.,f,Bagian Kesatu
Pernbinaan
Pasal4l

(1) Wa ikota berucnang me aksanakan
penyelenggaraan perizrnan.

(2\ Dc rb'naa1 pcn,el.nqga-aar perizndn
o. ' r-'e'ggarc p?-zi_cn CJ' sLblet 'zin.

(3) Pcmrrinaan ierhadap subyek izn dilaksanakan

pembinaan

dilakukan terhaCap

oleh SKPD
scsuai denoan tuqas dan flrnrtsinya.

(3) Ketentuan leb h anlut mengenai pernbinaan
penyelenggaraan perzlnan diatur dengan Peraturan

I
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Bagian Kedua
Pengar,/asan

pasal42
(1) Pengav,,asan penyelenggaraan pelayanan perizlnan oleh

pe:yelenggara periz nan dilaksanakan dengan cara:
a. Pengatvasan rnelekat yang dilakukan oleh atasan

lanlisun9. scs!ai dengan ketentuan peraturan
perlrndan! uncangaf

b.Penga!./asanFungslonal yang djlakukan oleh aparat pengawasan
fungsronal sesLra dengan ketenluan

pera[uran penrndang-undangan.
c. Pengawasan masyarakal pengawasan yang dilakukan oeh

masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masvarakat
tentang peny nrpangan dan kelemahan dalam
penyelenggaraan pelayanan periz nan,

(2) Laporanlpengaduan rnasyarakat sebagairnana dimaksudpada
ayat (1) huruf c dapatCsampatkan kepada Bupat, SKPD/nstansi

penyclenggara periznan. SKpD/instans
pcnrbita terkait Satuan Polis Parnong Praja dan aparai pengawas
fungsional.

(3) Pengaurasan pelaksanaan periz nan oleh subyek izin
dilaksanakan oleh Tjm Pengawasan dan pengendalan

(4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim pengav/asan dan
Pengendalan Perizinan sebaga mana dirnaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

.r Ke.e (Jr l"b,- td- _ -16r .-,.ri p.nr"...d.J.
penyelenggaraan perzjnan diailr dengan Peratlran
Bupati.

BAB XIV
SANKSIADI!4INISTRASI

pasal43
Aparalur penye enggara perzlnan yang tidak melaksanakan pelayanan
pelizinaf berdasarkan nia-nila budaya kerla scbaga nrana dimaksud
dalarn Pasal 36 dapai dikenakan sanksl admlnjstrasi kepegawaian
berCasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepega,,,/aian.

pasat44
(1) SLrbyek lzt. yang tidak melaksanakan kewaijban

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi
administratii.

(2) Sanks adminislrat r sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. per ngalan te uls:
b. penolakan perpanlangan izinl
c. pembekuan iz ni ataLr d.
pencabutan zln.
(3) Sanksi admin stratif sebagaimana d maksud pada ayat (2)
d kenakan dengan ketenluan sebagai berikuti
a. peringatan tertuls C beikan sebagai peringatan pertama

atas pe anggaran kewajiban sebagajmana dimaksud dalam

b. peno akan perpanjangan izit) d kenakan kepada
penegang zin kals f kas usaha yang Udak

melaksanakan kewatilran sebaSaimana dimaksr d dalam
Pasa! 39 huruf e.

a



pembekuan izin diberikan datam hal subyek izin ielah
mendapat peringatan tertulis sebaga mana

dlmaksud pada huruf a nafrun teiap lidak memenuhi
kewajlbannya dalarn jaNgka v/aktu 3O (tiga puluh) haril
pcrnbekuan iz n berslfat sementara dan diberikan untuk

(4)

waktu palng lama 3 (tiga) bulan;
e. apabila v,,aktu 3 (tiga) bulan seb=gaimana dimaksud pada

huruf c telah lewat dan subyek zin telap tidak melaksanakan
kewajbannya maka dlberikan sanksi berupa pencabutan zin.

lzln yang telah djbekukan dapat dibedakukan kembaiapabila
subyek iz n telah rnernenuhl ke,,vajibannya.
Subyek iz:n yang tclah diberikan sanksi sebagairnana
dimaksud pada ayal (2) huruf c dapat memperoleh lzin selelah
mcmenuhl kev/aj ban-kewalibannya
Ketentuan lebih lanjut nren!enai tata cara pengenaan sanksi
administratif dia(ur dengan Peraluran Walikota.

(5)

(6)

Pasa 45
(1) Wa ikota ben".,enang mengenaken sanksiadministras.
{2) Wallkota melmpahka r kewefangan pengenaan sanksi

adm irstras kepada Kepala SKPD/ nstansi penyelenggara perrzinan.
(3) Sanksi admlnistrasi d ber kan dengan Keputusan Kepala

SKPD/ nstans penyelenggara perlzinan setelah mendapat
perUmbangan Tin Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
sebagaimana dinraksud dalam Pasal4l ayat(3).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal46
PeratLran pelaksanaan dar Peraturan Daerah nl harus djselesalkan
paling ambat 1 (satlr) tahun selelah Peraturan Daerah lni d undangkan.

Pasa
47

Peraturan Daerah ifi m!lai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setap orang mengetahLrinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah in dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota SLrrabaya.

t

Ditetapkan di . . .... ......
pada tanggal .... .. .... ....

WAL]KOTA SURABAYA

Diundangkan d
pada tanggal ...

LEI\4BARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN,..,,, NO[4OR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO]\4OR ,.. TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PER ZINAN
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PEN.]EI ASAN U:,IUM

Dengan disahkannva Undang_Undang No.23 Tahun 2014 iertanooer_erldrrr D".."h -16Toa {a oe-ges-ro^ p@r<rcl g n@ d, a;
penyelenggaraan Peme ntahan Daerah khususnya datam pembagan urusan
pemerintahan balk Pemertntahan pusat. pemerirtah provinsi. KabuDaten
od.taLa- <otd h.rr r ber;-lolr rs' paoa oenleu-gg;rad- o.a/"lar pJot.-
yang salah satunya penyelenggaraan pertzjnan dimana beberapa ke,r!,enangan
tentang perlz naf be.geser sesuai dengan ker,!,enangan pemer ntah daerah.

Sejalan.lefgan hal iesebut di atas pcrizinan merupakan instrument
yurldis dalam pengefdatan akiviias warga masyarakat da am
penye enggaraan pemerinlahan daerah. Dalam rargka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sefta rnemperpenCok proses pelayanan guna
me]r'/u]udkan peiayanan yang cepat mudah. murah. transparan. pasti. cjan
terlangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpa,:tu satu pintu. petayanan
teeadu satu p ntu d lakukan untuk menyatukan proses pengetolaan petayanan
baik yang berslfai pelayanan Perizinan dan Nonperjzinan.

Penghapusan pengqabungan, penyederhanaan,dan peljmpahan
serta tetap drlakukan terhadap perizlnan di Kota Surabaya untuk metihatsejauh
mafa Derizinan Cilaksanakan dengan memperhatiakan aspck kesesuai3n
de,"gan peraturan. penilaian terhadap tumpang tndih persyaratan, turnpang
trndih perizinan, dampak terhadap ik im nvestasi. dampak terhadap tingkungan
tertb admnstras scrta pengaruh terhadap pendapatan ast dacrah_ Hal
tersebut rrerupakaf penyederhanaan regulas periz nan yang ierdiridari:
1. Penghapusan yaitu jenis perrzjnan yang dihapuskan keberadaanya

karena tidak sesuaj dergar peraturan perundang-undangan,
menghambat lnvestasl, menimbulkan ekonorni b aya Unggi. adanya
kesamaan lujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan rncnimbulkan beban
pelayanan yang tingg bag pemerinlah daerah.

2. Penqgabungan yaitu menggabungkar 2 (dua) ataLr ebih jens izin
karera adar_va kesamaan tuluan substansi, subyek, kevvanangan dan
prosedrr. adanya tuffpang tindih dan pertentangan Can Lrntuk
meningkatkan efeklf las pengenda ian.

3. Peri,ederhaaaii ya fu =penyederlianeri pio'sedur..dan peisyzratan lanpa
mengurang ilrjuan perlzinan sebagai fLrngsi pengendatian karena
prosedur rLmri dan panlang serta persyaratannya lerlalu banyak,

4 Pelimpahan yaitu me iripahkan kewenangan dan pengendalian
perjzinan kepada nstansi atau pejabat tertentu dergan pertimbafgan
lanqkauan pe ayanar leblh cepat Can efis en .

5. Tetap ya tu pengaturan periz nan yang sudah mengatur secara
komprehens f dengan alasan pengaturannya tidak dapat d gabltng,
disederhanakan daf/atau d I mpahkan.

Beberapa pokok materi yang d atur da am Peraturan Dacrah ni antara
laln rnengena: Pengertian, Asas dan Ruang L ngkup, Tujuan, Fungsi
Pcrzinen. Sublek dan Obiek lzln, Penataan Periz nan Pengelonrpokan
Perzinan, Persyaralan Perizinan, \I,/ewenang Penetapan zin, Penyelenggara
Pelayanan Perzinan. Standar Pelayanan Perlzinan Pcran Sefta t\lasyarakal
Pemb naan dan Pengawasan, SenksiACmln strasi dan ketent!an PenutLrp.

Penjelasan Pasal denri Pasal

Cukup Jclas

Angka 5

TermdsLrk katagori SKPD adalah pemeriniah desa/kelurahan. Pasal 2



H,r[f a

Asas kepastiar hukr,rn adalah asas yang mewajbkan pejabat untuk
menetapkan perizinan dan non pcrlzinan berclasarkan peratLran
perunCan0 undangan, tidak nrerugikan masyarakat, dan liCak
rnenyalahgunakan rycwenang yang .tim llk nya

Huruf b

Asas terl b penyelengara negara adalah asas yang mewaj bkan
pejabat uftuk menetapkan periznan dan non pcrzinan yang bebas
kcrupsl kolusi dan nepotisme serta rNengupayakan tertib adm n strasi.

Hututc

Asas kapentingan Lrmurn asas yang
n'renetapkan perizinan Can non perizinan
kepentingan umum sebagai perlimbangan
izin

mc\,vajibkan pejabat ! ntLk
yang selalu mengutarnakan
dalarn keputusan penrberian

Pemegang rzin menjadikan kepentingan
dalam setap polaksanaan kegiatan
dlbe.ikaIl.

HLrn i J

uraum sebaga pert mbangan
sesuaj dengan izin yang

Asas kcterbukaan adalah asas yang me,,vajibkan kepada pelabat
yang mcm liki kevr'enangan menetapkan keputusan perizinan dan
ron perizinan. untuk memberkan akses rnengenaj tata cara clan
persyaratar perzinan secara terbuka kepada pihak yang tertibat .jalam
proses pemberan perzinan dan non perzinan scbelum kepulusan
perizinan dan non peizinan d tetapkan.

Hurul e

Asas profes ona itas yaitu asas yang mewaltbkan pejabat unlLrk berijndak
proles ofa berdasarkan kompetensi, pengetahuan, kealllan, dan etos
keria yang tinggi dalam proses pember;an tatalaksana periz nan dan non

Huruff

Asas peribang!nan keberlanjutan adalah asas yang mewajibkan peiabat
untuk nempertimbangkar pengembangan usaha dan iktm usaha yang
kondusif dan kelestarian lingkungan hidup da am pemberian izin_

H!ruf g

Asas kesedcrhanaan dan kejclasan adalah asas yang me[-ajbkan
pelabat uniuk membuat ketenr.uan tata laksana perizinan dan non
perizinan yang memuat kemudahan proses, jelas, murah, efisien dan
efektif. keterbukaan,le as syarat dan prosed!rnya.

H!.uf h

Asas akuntabilitas

Pe[targgu rg]ar,r'aban
perznan oleh pejabat

adalah asas yang mewajibkan
penerbitar kcputusan periz nan dan non

atas semua kepuiusan yang ditetapkannya. Huruf

Asas efs ens; dan efektivtas adalah asas yang nre\!alibkan kepada pejabal
yang menye enggarakan pelayanan perizinan Can non periznan uNtuk
semin mal mungkin mcnggunakan sumberdaya aparatur, sarana dan

fl'

k
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ilt

'. . r,,.:. !,:.. 1

semaksimal mungkin memberkan kernudahan pelayanan perzlnan dan non
perizlnar.

Pasal3

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 5

CLrkup Je as

Pasal 6

Cuklrp Jelas

Cukup Jelac

PasalS

Cu kup Jelas

Pasal9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelac

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasai 13 ayat (1) Cukup Jelas ayal (2) Huruf a

Lrni!k mengukur a[au menentukan darnpak penting terhadap
lngkungan hidup adalah :

a. besarnya jumlah manusja yang akan terkena dampak rencana usaha
danlatau kegjalan:

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c ntens tas dan lama dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen h dup la n yang akan terkena dar.pakl

e. sifatkumulatfdampak;

f. berbalik (reverslb/e) ata!r tidak berbalik (,'r'eslb/e)

dampak Huruf b

Cukup jelas

Hrrufc

Cukup lelas

Huruf d
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CukLrp jelas
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CLrk! D Jc as

Cr kup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Culiuo ie as

Pasa 18

Cukup Jclas

Pasal 19

Cuk!p Jelas

Pasal2C

C!klrD Jelas

Pasal2l

CukuD iclas

Pcnctapan kaiagor perzinan
pcmer;ntahan yeng monlad
sebaga:nana C aiLrr da am
Daeralr

Pa.al22

Cukup Jelas

Pasa 23

CLrk!p J.las

Pasa 2a

Cukup Je as

Pasal25

Cukup Jelas

Pasa 26

Crkup.le as

Pasal2T

dapai d'erluas dcngai mernp.flii, k:if urrsan
ke\!cxangan pcmcr ntahan Koi:r Sufabaye

L-l\ .l laFr ) at--..

tl
lfi

Ayai (1) Cukup Je as Ayat (2) Cuklrp Jelas Ayai (3)

Penyelenggaraan perzinan dj tingkat kabupaten Claksanak;rN otch Baija,l
Pela,,,anan TcrpaCu dan Penanarnar l,lodal dengan sstern p.r)anaf satLr

lh,

h
li
il

h

Il



PonyelengSar.an i-.rziran di lngkat recamatan d aksanaka| .i!rr ii.carNatan
dengan srstem Pclayanan ACminiskas Terpadu l(ecarnatan (pA.l-Etl

Penyelenggaraan perizinan
perrerrntah .tosai (elurahaf
DesaiKelurahan (i,ADtyA).

Ayal (4) Cuk!p jcl.s

Pasal23

Cukup Jelas

Pasal29 ayat (1)

d tingkat desa/kelurahan dilatr:.ir.:ritaf otetr
dengan sstem polayanan AdmintsL :s TcrpadLr

ii

Ya:rg Cimaks!d dengan kompckrnsi dart aparal penyeleN!rtara acjal:rh
L.- r-a a^ tc- , : 1". ...

pcrun.lan:a-irncangan. managen an pemeriniahan, standar p.a),anaf Cei
tekf s yaf!i terkati denEan pe z naF dlbuktikan dengan serrifk:t ionpctens
atau bukti ketulusan pcnCid kan dar. petatihan

ayat (2) CukLrp Jclas

Pasal30

CL k!p .lelas

Pasal 3'i

CLrliL,p J. rs

Pasal32

Cukup Jelas

Pasal33

Cukup "el:s

CukuD Je ais

P:sal35

Cukup Jelas

Pasal36

Ci (u l ,lc:rs

Pasa 37

Cukup J.las

Pasal3B

Cukup Jelas

Pasa 39

Cukup Jelas
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Cuklrp Jelas

Cukup Jelas

Pasal42

Cukup Jelas

Pasrl43

Ayal 3 hL.uf a

Perlgat.n te tJlls dapat dlberikir- paing barya( 3ligal k" F.nbeklaNizin scrne rta:a dapal d takukar sete ah lre 6tlri por:r-,.Lar tert!Ls
3(LEa) kali dcngan tenggang lvaktu masin!t-rnastn! pai-gs.cjikf j0
(sepulLrh)harikerja.

Cu (p Jelas

Pasal45

CukuD Jeias

Pasal.16

Cukr p Je as

C!kup Jelas

TA]IIBAHAI] LE]\'18ARA\ DAERAH KOTA SUR/"3AYA NOfuiOii
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